
I. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah
Tingkat 11dan KOlapmjo di Sumarera Selaran (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor?3. Tarnbahan Lcmbaraa Ncgara IU Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor II Tahun 1981 tentang Aukum Acara Pidana
(Lernbaran Negara RL Tahun )98) Nomor 76, Tambahan Lcmbaraa Ncgara Rl
Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Pcnyclcsaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara iu Tahun 1997 Nomor 40. Tambahan
Lcmbaran Negart! RI Nomor 3684);

4. Undang Undang Nomor 10 Tabun 2004 temang Pernbenrukan Peramran
Perundang-undangan (Lernbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Neg;u:nRl Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2(108 tcntang Pcrubahan Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nagara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara RI
Nomor 4844);

6. Undang, - tIndang NOlllOI' 33 rabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Amara Pcmcrinrah Pusa; dan Pemerimahan Daerah ~mharan Ncgara ru
Tahun 200<1Nomor 126 Tambahan Lcmbaran Ncgara Rl Nomor 4438);

7. Undang - Undllnc Nomor 22' Tahun 2009 teniang lalu Limas dan Angkutan
Jalan (Lembarnn Negara RI Tnhun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5025);

8. Undang -lIndang Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2009 Numor 130, Tambahan L4n\tiaran
Negara Rl Nomor 5049)~

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1983 tentang Pelaksanaan Ifukiun
Acara Pidana (Lcmbaran Negara Rl Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lcmbaran Negarc!illNomar 325R) ;

10. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintnh, Pemerimahan Daerah Provinsi, dan
Pemerinrnhan Dacrah Kabupaten/Kota (Lernbaran Ncgara RI Talum 2007
Numur28_ Tambahan Lernbaran N('!garlIRI NomoI' 4737):

b. bahwn berdnsarknn pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
perlu mernbeniuk Peraturan UllCroh Kala Pnlembang tentang Pajak Parkir.

a. bahwa dcngan ditetapkaanya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009
tcutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalsm upaya mengintensifkan
penerimaan Pcndaparan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Parkir, perlu
meninjau dan merubah kernbali Pcraturan Dacrah KOla Palernbang Nomor 20
Tahun 2002 len tang Pajak Parkir, perlu disesuaikan dengan kerentuan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rctribusi
Dacrah dhnaksud ;

WI>.LJ"KOTA.PALEMDANG,

UENGAN RARMAT TUllAN YANG MAUA ESA

PAJAK PARKIR

PERATURAN DA'ERAR KOTA PALEMBANG

NOMOR I,. l'AfI1JN 2010

TENTANG

Menimbang



Dalam.Peramran Daernh ini yang dimaksud dengao :

1. Dacrah ndalnh Kota Palernbang,
2. Pemerintah Koia udnlah· Pcmcdmah Koia Pnlembang.
3. Walikote adnlnh WnJikola Palembang.
4. Dinas Pendapatan Dacrah adalab Dinas Pendapamn Daerah KotaPnJembaog.
5. Kepala Dinas adnlah Kepala Oinas Pendapatan Daerah KOla Palcmbang.
6. Badan adaIab sekumpulun orang dan/atau modal yons merupakan kesaruan,

baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan tcrbatas, perseroan
komanditcr, perscroan lailluyo. badan usaha milik negara (BUMN). atau badan
usaha milik daernh (llt1MD) dengan nama dan bemuk apapun, firma. kongsi,
koperasi. dana pengsiun. persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organlsasl sosial pclluk OIllU orgnnisasi lnirmyn. lembaga dan bcnuk badan
lairmya ICnJ1IISukkonrrak investasi kolclctif dan bentuk usaha ICUlp.

7. Pajak Parkir adalah pajak alas ponyclcnggarann tempm parker diluar badan
jalan, baik yang disedinkan berkaiian dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termnsuk penycd lean tempat penitipan
kcndarann bcrmoror,

8. Parkir adalsh kcadaan yang tidak bergerak sunru kendaraan yang tidak bersifai
sementara,

9. Parkir Khusus adalah tempat UUlU" memarkir kendaraan meliputi pelataran
parkir, gedung parkir atau taman parkir ynog disediakan oleb swasta dan
instansi lainnya.

IO.Kas Umum Daernh adalah Kas Pemeriniah Kola Palembang.
I l.Bendaharawan Khusus Pcncrima unruk selanjumya disingkat BKP adalah

Bendaharswan Khusus Peneri rna pada Dinas Pendapaian Daerah Kola
Palcmbang,

Pasall

BABI

KETENTUA.III UMUM

PF.RATIJRI\N DAI2RAII T!!NTANG PAJAK PARKIR.

DEWAN I'cRWAKII.AN RAKYATDAERAII KOTA I'ALl:.MJ:JANG

dan

WALAKOTA J1AllM~ANG

MJ.::MUTUSKAN :

Dcngan Perserujuan Bersama

II. Peraturan Daerah KOla Palcmbaog Nomor 44 Tahun 2002 lcntallg
Kctcntraman don Kerertiban (Lembaran Daerah KOla Polembang Tahun 2002
Nomor 76) sebagaimana lelah diubah den con Peraturan Daerah kota
Palernbang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keteruramau dan Ketertiban
(Lembaran Daernh Kola Palembang Tahun 2007 Nomor 13);

12. Perarurnn Daeruh KOla Palcmbang Nomor 15 Tahun 2()().l tentang Pcdomsn
Pcrnbinaan dnn Opemsional Penyidik Pegawai Ncgcri Sipil (Lembaran Daerah
KOI8Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

13. Peraturan Dacrah KOII1Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Icnlong Urusan
Pcmerintahnn Kota Palembang (Lembaran I)actah KOIIl Palembang
Tahun 2008 Nomor6); -

14. PCr8tUI8n Daernh KOI8 Palembang Nomor 9 Tabun 2008 temang
Pembentukan. Susunan Organisasi dan TOI8 Kerja Dinas Daerah KOla
Palembang (Lernbaran Dacmh Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).
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(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelcnggaraan lempal parkir di luar hadan jalan,
baik yang discdlakan berkaitim dcngan p0kok usaba maIJpun yang di<;ediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan lempat penitipan kendarclan
belIDolor.

BAB IT

NAMA, OIUfojK.,SUB..rEK DAN WAJIB PAJA](

PasII12

(I)Dengan nama Pajak I'arkir adalalldipungut pajak alas sctiop pembayaran ja.<;a
parkir.

12.Pcjnhal adalah pegowui yang diberi .tugas tertentu dibidang pajak sesuni dengan
peraturun perundang-undangan yang bcrlaku,

13.Wajib l'ajnk adolah orang pribadi atau badan, rneliputi pcmbayar pajak.
pemotong pajak dan pemungut pajak. YWlg mcmpunyai hak dan kewajiban
perpajakan scsuai dengen kerenruan peraruran perundang-undangan perpajakan
daerah,

14.Masa Pajak adalah [augka waktu I (saru) bulan kalender yang menjadi dasar
baSi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang
termang.

lS.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
sural yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pernbayaran pajak, objek pi)jak dan/atau bukan objek pajak dan/alau
harta dan kewajiban sesuai dengan. ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah,

16.SUIaI Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang rclah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan card lain ke Kas Umum Dacrah mclalui
tempat pembayaran yang ditunjuk otch WalikoUl.

I7.SlInlt Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang sclanjumya disingkot
SKPDKB adalah Sural KCtCIOJ)<ll1 I>ajnk yang menentukan besamya jurnlah
pokok pajnk, jumlah kredit pajnk. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak.
besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar,

t S.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayur Tambahan yang selanjutnyo
disingkal SKPOK.BT adalah Surnt Ketctapan Pajak yang menentukan tambahan
atns jumlah Pajak yang ditetapkun.

19.5ural Ketetapan Paja* Dscrah Lebih Bayer yang selanjumya disingkat
SKPD1.B adalah Sural Ketetapan Pajak yang rnenemukan jumlah kclebihan
pembayaran pajak. karcna jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

20.Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang sclanjutnya disingkat SKPDN adaIah
Sural Ketetapan Pajak yang mcnentukan jumJah pokok Pajak soma besarnya
dengan jumleh kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21.Sural Tagihan Pajak Daerah y8Jlg selanjumya disingkai STf'D adalah sumt
untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi adminitrasi berupa bunga
dan/atau denda..

22.Pcmcriksaan adalah scrangkaian kcgiatan menghimpun dan mengolah data,
kererangan. dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objelo.1ifdan profesional
berdasarkan SUOIU standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewnjiban perpajakon daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
mclaksanakan ketcntunn pernturan perundang-undangan perpajakan dat:rdh.

23.Penyidikan Tilldak Pidtln(l dibidang Pajak Dncmb odaloh serangkaian tindnkan
ya11gdiJaktlknJl oleh Penyidik Pcgawai Negeri Sipil yang selanjumya disebut
Penyidik.. unluk mencari serlil mcugwnpulk8Jl blllo.1.iyang dengan buleti itu
mcmbual icrang Tindak Pidono dibidong Pajak Dacrah y:lng terjadi sen:!
menemukan lcr.><:tngkanyll.
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Pajak yang terutang adalah pajak yang barns dibayar pads suaru saar dalam Masa
Pajak, dalam Talmo Pajak, mall dalam Bagian Tahun Pajak scsuai dengan
permuran perundang-undangan perpajakan daerah,

Pasal 7

Tabun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (saru) tahun kalender, kecuali
apahila Wajib Pajak mcnggunakan tabun buku yang tidak sama dcngan tahun
kalender,

l'asal6

Masu Pajak adaluh jaugka wakn. I (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi
Wojib Pojak untuk menghitung, menyctor dan mclaporknn pajak yang terutang,

Pasal5

MASA PA.IA,K, SAATPAJAK TERUTANG DAN
SuRAT PEMBEJUTAHUAN PAJAK

BAnlV

(4) Bcsaran pokok Pajak Parkir yang terhutang dihirung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dcngan dasar pengenaan pajnk
sebagaimana dimaksud pada IIY81(I).

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar scbagaimana dimaksud pada aym (I) termasuk
potongan harge pnrkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima
jasa parkir,

(3) TarifPajak Parkir ditetupkan sebesar jO"/~(tiga puluh person).

(I) Dasar pcngcnnan Pajnk Parkir adnlah jumlah pembayaran atau yang seharusnva
dibaynr kepada penyelcnggara ternpat parkir.

Pasal4

DASAR I·ENG~NAAN. TARTF DAN CARA PERJTITUNGAN PAJAK

HARm

(2) Wajib Pajak Pnrkir adalah orang pribadi atau Badan yang mcnyclcnggarakan
tempat Parkir

(I) Subjek Pajak Parkir ad.alah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir
kendaraan bermoror.

Pasal3

(3) Tidak terrnasuk objek Pl\iak I)arkjr adalah :

n, Penyelenggaraan tempat parkir olch Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. Penyelcnggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya dignnaknn

untuk karyawannya sendiri:
c. Penyelenggaraan !¢Illpal parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan

ucgara asing dengon nsas timbal balik.,



I) Jika berdasarkan hasil perneriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikoia dalam jangka wakru
7 (tujuh) huti ~an sctelab ditegur seeara tertulis tidak disampaikan
pada wakrunya sebagaimana dltentukan dalarn sural teguran;

3) Jika kCwl~iblln nll)I1WSi SIYfPD lidak dipcnuhi, pajak yang tcnllAng
dihitung sccarn jabatan.

b. SKPDKnT jika ditemukan duta buru dwlf31au data )'ltlIg scmula bclum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang tenuang.

c. SKPIJN jika jllll1lnh pajak yan& rerutang samn besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada krcdil pajak.

(2) JumJah kekurangan pajak yang ierutang daJam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pads ayat (I) huruf a angka I) dan angka 2). dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan
pajak yang kurang slail tcrlambai dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh ernpat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak..

(3) Jurnlah kekurangan pajak ,yang tcnnang dalam SKPDKBT sebagairnana
dimaksud pads aynl (I) huruf b dikenakan sanksi administratif herupa
kenaikan sebesar 100% (seraius persen) dari jwnlah kekurangan pajak
tcrsebui.

Pasal10

(I) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saar terutangnya pajak, Walikota
dapat menerbitkan :

a. SK,PDKB dalom hoi':

Bagian Kedua
Sanksj Administratif

(I) Pajak tennang dipunglll di wllayah dalam Dscrah,

(2) Pemungutan Pajak dilarang diboronp,kan.

(3) Wajib Pajak membayar sendiri pajnk terutang berdasarkan SPTPD

(4) Wojib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTI'D,.sKl'DKB dan/atau SKI'IJKBT.

Bagian Kesatu
TUla Car a Pemunguian

Pasa I 9

BADV
PEMUNGUTAN PAJAK

1'asII18

(I) Setiap Wajib Pajak mcngiai sP·rp.o.
(2) SPTPD sebagaimana dlmaksud pada ayet (I), harus diisi dengan jew. benar

dan lcngkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), hams dlsampaikan kcpada
Pejabat selambat-lambamya 10 (sepuluh) hari sctclah bemkhimya masapajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan, pengisian dan penynmpaian SPTPD.
SKl'I;>KBdan/atau SKPDKBT, diatur dengan Peraturan Walikota,
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Bagtan Kelima
Keberatan dan Ba:oding

Pasall4

(1) Wnjib Pojnk dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat
yang dilunjuk alas suatu:

Pasal J3

(I) Pajak yang terutang bcrdusarknn SKPr)KB, SKPOKRT, STPD. SUral
Kepurusan Pernberulan, SUI"'dl Kcpuiusan Keberatan, dan PUIUS8Jl Banding
yang iidek arau kurang dibayar oleh Wnjih Pajak pads waktunya dapat ditagih
dengan Surar Paksa,

(2) Penagihan pajak dengan Sural Paksa dilaksanakan berdasarkan peramran
pemndang-undangan,

Bagian Keempat
Tlltil Cars Pembayaran dan Penagihan

Pasal12

(1) S.KPDKB~SKPDKBT, STPQ, Surat Keputusan Pembetnlan, Surat Kepuiusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan j umlah. pajak yang
barus dibayar benambah merupakan dasar penagihan pajak danharus dilunasi
dalarn jangka waktu paling lama I (satu) bulan sejak taaggal ditcrbitkan.

(2) Walikota alas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditcutukan dapat mernberikan persetejuan kepada Wajib Pajak unruk
mengangsur atau menunda pernbayaran pajak, dengan dikcoakan bunga
scbesar 2% (dun persen) sebulan,

(3) Ketentuan lebih lanju: mengenai tala earn pembayaran. penyetcran, tempat
pernbayaran. angsuran, dan pcuuudaan pcmbnyaran pajak diarur dengan
Pcraturan Walikom,

(I) Walikoia dapat mcncrbitkau STPD jib:

a. Pajak dalam tahun berjalan !.idak 91.8U kurong diooynr,
b. Dnri hnsl1 penelitian SPTPO terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dlU\(aulusalnh hitung;
c. Wojih Pajak dikenakan sanksi adrninistratif'berupa bungs dwv'atau dcnda

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STI'D sebagaimena dirnaksud
pada ayal (I) huruf 0 (11m huruf b ditnmbah dengan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % (dua person) sctiap bulan unruk paling lama 15
(lima bolas) bulan sejnk snat terutnngnya pnjnk.

Pasal 11

Dllgian Ketiga
Sural Tagihan Pajak

(5) Jumlah pajak yang terutang dalarn SKJ'DKB scbagaimana dimaksud pada
ayat (I) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dati
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
ldua puluh empat) bulan dihitung $(ljak saat terutangnya pajak.

(4) Kenaikan sebagnimana dimuksud pauli ayat (3) tidak dikcnakan jika Wojib
Pajak melaporkan scndiri scbclum dilnkukan tindakan pemeriksaan.

6



(I) Jika pengajuan keberatan atau permohonan handing dikabulkan sebagian aIJUl
seluruhnya, kelebihan pernbayaran pajak dikcmbalikan dcngan ditambah
lmbalan hunga sebesar 2% (dua persen) sebulan unruk paling lama 24 (dua
pulub empat) bulan,

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayal (I) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

PasaU7

(3) Pengajuan permobonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak.
sampal dengan I (saiu) bulan sejak mnggal penerbitan Puiusan Banding.

Pasal16

(I) Wajib Pajak dapat mengcjukun permohonan banding hanya kepada
Pcngadilau Pajak tcrhadap kcputusan mcngcual kcberatannya yang dhcrepkan
oleh Walikota.

(2) Permohonan banding sebagaimunu dlmaksud pada ayal (I) diajukan secara
tertulis dolam bnhasu Indonesia, dengan alasan yang jelns dalnrn jangkn wakru
3 (tiga) bulan sejak. kcputusan ditcrime, dilampiri salinan dan surat kcputusan
keberatnn rersebur.

(2) Kcputusan Walikota alas kcboratan dapat berupa mcnerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya fIlljak yang tenuang,

(3) Apabila dalam jnngka. waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Walikota tidak mcmberi suatu kcputusan, kcbcratan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan,

Pasal15

(I) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan ditcrima, harus membcri keputusan alas kebcraian yang
diajukan,

a. SKPDKD:
b. SKPDK.BT;
c. SKPDLR;
d. SKPDN; dan
e. Pcmotongan atau pernunguran oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah,

(2) Keberatan diaj ukan. secara tertulis daJam bahasa Indonesia dcngan discrtal
alasau-alasan yang jelas,

(3) Kebcratan barns diajukan dalam jangka wakru paling lama 3 (riga) bulan
sejak tanggal surai, tanggal pemotongan atau pcmunguian sebagalmana
dirnaksud pada ayal (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu iru tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya,

(4) Keheratan dapat diejukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlal. )'Iwg lclah disellUlii Wojib Pajak.

(5) Keberatan yang ridak mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayal (I). ayal (2), ayal (3), dan ayut (4) tidak dianggap sebagai Surat
Kcbcrstan schinggn tidak dipcrrimbangkan,

(6) Tanda penerimaan sural keberatun yang diberikan oleh Walikota atau pejabat
yong ditunjuk atau tauda pcngirimau surat kebcratan mclalui sural POSICrtalat
sebagai tanda bukti pcnerimaan surat keberatan,
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BAH VI

PENGErvmALIAl'Ik."ElEDfHAN PEMBAYARAN PA.JAK

f'aslIll!>

(I) Alas kelebihan pembaynmn Pajak, Wajib Pajak dapal mengajukan
permohonan pengernbalian kepada Walikota,

(2) Walikota dalam jaugka waktu pallng lama l2 (dua bclas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayarnn Pajak
sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), harusmemberikan keputusan,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud padaAyB! (2) dan ayat (3) telah
diJampaui dan Walikota tidak rnemberikan suatu kepuiusan, permohonan
pcngembalian pcrubayaran l'ajak dianggap dikabulkan dan SKPOLB hams
diterbilkan dalam jangi<ll waktu paling lama I (SlIlll) hulan.

(3) Ketentuan Icbih IlInjuI mengenal trua carn pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pernbatalan ke1et3JX1Dpajak
sebagaimann dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BlIl!ian Keenam
Pemhetulan, Pembntalon, Pengurongan Ketetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sauksl Adminislr-.dir

PasaJ 18

(I) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya. Walikota dapat
rucmbcnnkan SKPOKB, SKPO'Ksr 01011 STPD. SKI'IJN ainu SKl'l>tB yang
dalam penerbitannya terdapat kcsalahan tulis dan/atau kesalahan hi lung
dnn/atau kekclirunn penempnn ketemunn terrentu dalarn peraturnn perundang­
undangan perpajakan daerah.

(2) WlILikollldapat:

B. mengurangkan OIOU menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda. dan kennikan pajak yang tenuang rnenurut peraturan perundang­
undangan perpl\iakan daerah, ,daJaUllllll saaksi tersebut dikenakao kareua
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan, atau membatalkan SKPDKB. SKPDKBT atau STPD.
SICPDNatau SKPDLB yiulg tidak bcnar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil perneriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tara cara yang ditenrukan; dan
c. mcngurangkan kctetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi rertentu objek pajak.

(3) Dalam hal kcbcratan Wajlb Pajnk ditolnk aiau dikabulkan sebagian, Wajih
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50"10 (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan kepuiusan kcberatan dikurangi dcngan
pajak yang telah dtbayar scbelum mcngojukan keberatan,

(4) Dalam bnI Wajib Pnjak mengajukan permohonan banding. sanksi
administrntif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tldak dikcuakan.

(5) Dalarn hal permohonnn bilnding dirolak aiau dikahulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrati f berupa denda sebesar 1000/0 (SCrllIUS
persen) dari jumlah pajak bcrdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
pernbayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan,
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(3) Tara earn penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan WaJikota.

(2) Waliketa menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa scbagaimana dlmaksud pada ayat (I).

1'asul21

(l) Piutang Pajak yang ridak mungkin ditagih Ingi karena hek unmk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(5) Pcngnkuan UIAUg secarn l.idnk langsung sebagaimann dimaksud padn ayat (2)
hurufb dapai diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundann
pcmbayaran dan pcrmohonan kcbcraian olch Wajib Pajak.

(4) Pcngakuan UIIIlI!:: Pajak S~ lAlIgsuugscbagaimana dimaksud pada a)'81 (2)
huruf h. adalab Wajlh Pajak dengan kesadarannya menyaiakan masih
mcmpunyai utang Pajak dan bclum mclunasinya kcpada Pcrncrintah KOla.

(3) Dalam hal diierbitkan Sura! Tcguran dan Sural P~ scbagaimanadimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
pcnyampaian Surat l'aksa tcrscbui,

a diterbitkanSuratTeguran dan,tatau Sural Paksa; alan
b. ada pengakuan utang paiak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak

langsung,

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayai (I)
tertangguh apabila:

Pa.~11120

(I) lIak untuk melakukan pcnagihan Pajak mcnjadl kedaluwarsa seictah
melampnui wnkm 5 (limn) tahun terhitung sejak ~i terutangnya Pajak.
kecuali apabila Wajib Pajak rnelakukan tindek pidana di bidang perpajakan
daerah.

KEDALlJ\VARSA PENAGUIAN

BAli vrr

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan sctclah lcwat
2 (dua) bulan, Wolikota memberikan imhalnn bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulanatas keterlambatan.pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(J) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada 8)'81 (1) diatur dcngan Persmrsn WlIlikOlIl.

(5) Pcugemballan kclebihan pembayaran Pajnk sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) di lakukan dalam jangka waktu paling lama :2 (dua) bulan sejak
di terbi ikannya SKI1DLB.

(4) Apahila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak alSU lainnya. kclcbihan
pembayaran J'ajak scbagaimana dimnksud padn 8YOI (I) langsung
dipcrhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebui.
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(4) U~ kepentingan Daerah, Walikota berwenang me:mberi izin tertulis
kepada pcjabal sebagaimana dimaksnd pads ayat (I) dan renaga ahli
sebagaimana dimaksud pada aya! (2). agar memberi.kan keterangan,
mcmpcdlbatkan bukti tertulls dan atau tentang Wajib Pajak kcpada pihak
yang dinmj uk.

(3) Dikecualikan dari kotentuuu sobagaimana dimaksud pads aylll (I) dan
ayat (2) adalah;
0. Pcjabat don rcnnga ohli yang bertindak scbagai saksi atau saksi ohli

dalam sidang pengadiJan;
b. Pcjabat dan/atau tcnaga obli yang ditetapkan olch Walikota untuk

memberikan keterangan kcpada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalarn hidang
keuangan daerah,

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga rerhadap tenaga
ahli yanG ditunjuk olch Walikota untuk membanru dalarn pelaksanaan
ketemuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(1) Setiap pejabat dimrang rnernberitahukan kepada pihak lain segala 5eSWlIU
yang dlketahui arau dlberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka jabaian IlIllU pckerjaannya untuk menjalankan ketentuan pcnuurnn
perundang-undangan perpajakan daerah.

l'asal24

BABlX

IG.TENTllA.'II K.tUJSUS

(2.) Wojib Pajak yang diperiksa wajib :
a, McmperlihaLkan dan/atau mcminjamkan buku atau catatan, dokumcn

yang menjadi dllSllmya dnn dokumen loin yang herhuhungon dengan
objek Pajak yang terutang.

b. Mcmberikan kesempatan unruk memasuki tempat DU1U ruangan yang
dianggap perlu dan momberikan bantuan guna kelancaran pcmcriksaan,

c. Mcmbcrikan ketcrangan yong diperlukon

(3) Ketenruan Icbih Innjut. mengenai tara cam pemeriksaan Pajak diarur dengan
Pcraturan Waliketa,

(1) Walikcm bcrwenang melakukan melakukan perneriksaan unruk menguji
kepatuhan pernenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
mclaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 23

(2) Kriteria Wlljih Pajak dan penentuan besaran omzet SCI1a lata cara pcmbukuan
atau pencaiatan sebagairnena dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Walikota,

Pasal22

(I) Wajib Pajak yang melakukan usahn dcngan ornzet paling sedikir
Rp.300.000.000.- (tign HIlUS juta rupiah) penahun wnjib menyelenggarakan
pemhukuan atau pencatatan,

BAB VLll

PEMBUKUAN VAN l'EM£RlKSAAN
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(4) renyidik sebagaimao3 dimaksud pada ayru. (I) memberitahukan dinllliainya
penyidikan dan mcnyari:lpaikiw hasil penyidikannya kepada PmuntUI Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RepubJik Indonesia, sesuai dcngan
k"Clcntuanyang dialur dall11llUndang-UrllhllJg Ilukum Acara Pidana.

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan mcncliti kctcrangan atau laporan
bcrkenaan dcngan tindak pidana di bidang pcrpajaJcan Daerah agar
kererangnn niliu'lnporan rcrscbui uieqjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. mcncliti, mcncari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuaran yang dilakukan schubungan
dengan tindak pidana perpaiakan Daerah ;

c. meminra keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

d. memeriksa buku, catatan. dan dokumen lain bcrkenaan dengan tindak
pidana ili bidang perpajakan Daerah ;

c. rnelakukan penggelcdnhan untuk mcudapatkan bahan bukti pernbukuan.
pencatatan, dan dokumen loin, serta melakukan penyitaan tcrhadap bahan
bukti tcrsebut ;

f. meminta banruan tennga ahli dalarn rangko pelaksanaan tugas pcnyidikan
tindak pidana dl bideng pcrpejakan Daerah ;

g. menyuruh berhemi dan/nrnu rnelamng seseorang meninggalkan ruangan
arau tcrnpat pada saar pcmeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
idenrites orang, bonds, dan/ainu dokurncn yang dibaws;

h. rnemotret sescorang yang berkaitan dengan tindnk pidana perpajakan
Daerah ;

i. merncnggil Ol1lng ul1lUk didcngar kClcmngannya dan diperiksa s¢bagai
lersangka alau saksi;

j. mcugbenHkau pcnyldlkan; danfatau
k. melakul.."lIlltindnkan lain yang perlll untuk kelnncarnn pcnyidikon lindak

pidano di bidanll pcrpajakan. Dacrall scsuai dcngan kelenluan perdluran
perundnng-lJJ)dangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimann dlmnksud pada ayat (1) adalah:

Pasal25

(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemeriniah KOla diberi
wcwcuang khusus sebagai Penyidik untuk melakuknn penyidikan liudak
pidana dibidang perpajakan Daernh, scbagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Hukum Aeara I'idllna.

(2) Pcnyidik SCba1l8illl8118dimaksud pada ayat (I) ndnlnh pejabal pcgawai uegeri
slpil tertenru di lingkunga» Pcmerintah KOla yang diangka; oleh pcjab:u ynng
bcrwenang scsuai dengan ketentuan peraturan perundnngundangan.

BMl X
l'ENYlDlKAN

(6) Pcrmlntaan haklrn sebagarmana dimaksud pada aylll (5) harus menyebutkan
nama tersangka QIQuIll\1llB tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan deagan kcterangan
yang diminta. .

(5) Untuk kcpcnungan pemcdksaan dl pc.nlladllan daJam perkara pidana atau
perdata, DUIS permintaan hakim sesuai dengan Aukum Acara Pidana dan
l lukurn Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat
scbagaimana dimaksud pada ayal ( I), dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada aym (2). unruk memberikan dan mcmperlihatkan bukti
tcnulis dan kcierangan Wajib Pajak yang ada padanya,
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Pasal30

Peraturan Daerah ini mulai berlnku pada tanJ::gnldiundaugkan.

Agw setiap orang mengetnhuinyo. rnemerintahkan pengundangan PCI'8IUran
Daerah ini dengnn penelllpnt(llltlya t1nlwlILembaran Daerah Kola Palembang.

Hal-hal yang bersifat tcknis yang belum diarur dalam Pcroturan Daerah ini,
scpanjaog meugenai pelaksanaannyn akan ditctapkaa lebih lanjut oleh Walikotll.

Pasal 29

PENt;JTUI'

Pasal28

Deegan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peramran Daerah KOla Palembang
Numor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XJJ

Tindak pidana di bidang perpnjnkan Daerah tidak dirunnn setclah melampaui
jangkn wakru 5 (lima) tahun sejuk saat tcrutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak atau berakhirnya Aogillil Tahun P:uak atau bemkhirnya Tahun Pajak yang
bersangkutan.

Pasal27

(2) Wajib Pajak ynng dengan scngaja tidak menyampaikan SPTPD atau rnengisi
dengan tidak benar aiau tidak lengkap a18Umclampiikan keternngan yang tidale
benar sehingga merugikan kcuangan Daerah dapai dipidana dengan pidana
penjam paling lama 2 (dua) tahun atau pldana dcnda paling banyak 4 (empat)
kali jwnJab pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,

(I) Wajib Pajak yang karenn kealpaannya ildak rnenyampaiknn SPTPD 818U
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mclampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga mcrugikaa kcuangan Daerah dapal dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 018Upidana denda paling banyak 2
(dua) kalijumlah pajak terut80g yang tidak atau k1JJ1!Dgdibayar,

PlIsal26

BAD XI

KETENTUAN PIOANA
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